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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 32: 

5. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Perlindungan dang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 
Tahun 2014 Nomor 37); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 
 

 
 

dan 
 

BUPATI KUTAI KARTANEGARA 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan   : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KUTAI KARTANEGARA NOMOR 5 

TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN 
LINGKUNGAN HIDUP. 

 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kutai 
Kartanegara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor 37) diubah sebagai 
berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara. 

2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara. 

 

 

   

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 
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3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi 
kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai 

Kartanegara. 

4. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur 
pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan 
semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, 
termasuk manusia dan perilakunya, yang 

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan 
perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta 
makhluk hidup lain. 

6. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan 

untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan 
mencegah terjadinya pencegahan dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup yang meliputi 

perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, 
pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. 

7. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar 

dan terencana yang memadukan aspek lingkungan 
hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi 

pembangunan untuk menjamin keutuhan 
lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, 
kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini 

dan generasi masa depan. 

8. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah 
perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah 
lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan 

pengelolaanya dalam kurun waktu tertentu. 

9. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup 
yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan 

saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, 
stabilitas, dan prodiktifitas lingkungan hidup. 

10. Pelestarian Fungsi Lingkungan adalah rangkaian 
upaya untuk memelihara kelangsungan daya 
dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 

11. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah 
kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung 

perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan 
keseimbangan antar keduanya. 

12. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah 

kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, 
energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau 
dimasukan ke dalamnya. 
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13. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup 
yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati 

yang secara keseluruhan membentuk kesatuan 
ekosistem. 

14. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya 
disingkat KLHS adalah rangkaian analisis dan 
sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk 

memastikan bahwa prinsip pembangunan 
berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi 

dalam pembangunan  suatu wilayah dan/atau 
kebijakan, rencana, dan /atau program. 

15. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang 

selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai 
dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu 
usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk 

digunakan sebagai prasyarat pengambilan 
keputusan tentang penyelenggaraan usaha 

dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan 
Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah. 

16. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang 
selanjutnya disebut andal adalah telaahan secara 
cermat dan mendalam tentang dampak penting 

suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.  

17. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang 

selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan 
dampak terhadap Lingkungan Hidup yang 
ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau 

Kegiatan.  

18. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang 

selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan 
komponen Lingkungan Hidup yang terkena darnpak 
akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan. 

19. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya 
Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya 
disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses 

pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup 
yang dituangkan dalam bentuk standar untuk 

digunakan sebagai persyaratan pengambilan 
keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, 
atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah 

Daerah. 

20. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan 

Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya 
disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari 
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk 

melakukan pengelolaan dan pemantauan 
Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup 
dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha 

dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL. 
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21. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas 
atau kadar mahluk hidup, zat, energi, atau 

komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur 
pencemar yang di tenggang keberadaannya dalam 

suatu sumber daya tertentu sebagai unsur 
lingkungan hidup. 

22. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau 

dimaksukannya mahluk hidup, zat, energi, 
dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup 

oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku 
mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. 

23. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah 

ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau 
hayati lingkungan hidup yang dapat di tenggang oleh 
lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan 

fungsinya. 

24. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang 

yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak 
langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati 
lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku 

kerusakan lingkungan hidup. 

25. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan 
langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat 

fisik, kimia, dan/atau tidak langsung terhadapp sifat 
fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang 

melampaui kriteria baku mutu kerusakan 
lingkungan hidup. 

26. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan 

sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya 
secara bijaksana serta kesinambungan 

ketersediaanya dengan tetap memelihara dan 
meningkatkan kualitas nilai serta 
keanekaragamannya. 

27. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang 
diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh 
aktifitas manusia sehingga menyebabkan perubahan 

komposisi admosfir secara global dan selain itu uga 
berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang 

teramati pada kurun yang dapat dibandingkan. 

28. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. 

29. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya 

disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen 
lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau 

jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak 
langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak 
lingkungan hidup, dan/atau membahayakan 

lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan 
hidup manusia dan mahluk hidup lain. 

30. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang 

selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu 
usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. 
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31. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang 
meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, 

pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan, dan/atau 
penimbunan. 

32. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan 
antara dua belah pihak atau lebih yang timbul dari 
kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak 

pada lingkungan hidup. 

33. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh 

perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan 
oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. 

34. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok 

orang yang terorganisasi dan terbentuk atas 
kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya 
berkaitan dengan lingkungan hidup. 

35. Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang 
dilakukan untuk menilai ketaatan penanggungjawab 

usaha/ atau kegiatan terhadap persyaratan hukum 
dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. 

36. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku 

dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain 
melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara 
lestari. 

37. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok 
masyarakat yang secara turun temurun bermukim 

di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan 
pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat 
dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai 

yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial 
dan hukum. 

38. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan 
usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang 
tidak berbadan hukum. 

39. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan 
Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan 
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang 

telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah 
Pusat atau Pemerintah Daerah. 

40. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan 
yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan 

kegiatan yang dilakukan oleh Instansi pemerintah. 

41. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan 

kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan 
menjarankan usaha dan/atau kegiatannya. 

42. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah tim 

yang dibentuk oleh Lembaga uji Kelayakan 
Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat dan 
daerah untuk melakukan uji kelayakan. 
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2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 
Pasal 6 

 
Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 
Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat bertugas dan berwenang: 

a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten;  

b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat 
kabupaten; 

c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai 
RPPLH tingkat kabupaten;  

d. melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-

UPL; 

e. menyelenggarakan inventarisasi Sumber Daya Alam 

dan emisi gas rumah kaca pada tingkat 
kabupatenlkota; 

f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan 

kemitraan; 

g. mengembangkan dan menerapkan instrumen 
Lingkungan Hidup; 

h. memfasilitasi penyelesaian Sengketa Lingkungan 
Hidup; 

i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan 
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

j. melaksanakan standar pelayanan minimal; 

k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara 

pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, 
Kearifan Lokal, dan hak Masyarakat Hukum Adat 
yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup pada tingkat kabupaten; 

l. mengelola informasi Lingkungan Hidup tingkat 
kabupaten; 

m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan 
sistem informasi Lingkungan Hidup tingkat 

kabupaten; 

n.  memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan 
penghargaan;  

o. menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan 
Pemerintah Daerah pada tingkat kabupaten; dan 

p. melakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup 
pada tingkat kabupaten. 
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3. Ketentuan ayat (3) huruf b  dan ayat (4) Pasal 19 diubah, 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 19 

 
(1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup 

diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. 

(2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi: 

a. Baku mutu air; 

b. Baku mutu air limbah; 

c. Baku mutu air laut; 

d. Baku mutu udara ambien; 

e. Baku mutu emisi; 

f. Baku mutu gangguan; dan 

g. Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi. 

(3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang 

limbah ke media lingkungan hidup dengan 
persyaratan: 

a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan 

b. mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah Daerah. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu 
Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 

 
4. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 
Pasal 22 

 
(1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak 

penting yang wajib dilengkapi dengan Amdal terdiri 

atas: 

a. pengubahan bentuk lahan dan bentuk alam; 

b. eksploitasi Sumber Daya Alam, baik yang 
terbarukan maupun yang tidak dibarukan; 

c. proses dan kegiatan yang secara potensial 

dapat menimbulkan pencemaran dan/atau 
Kerusakan Lingkungan Hidup serta 
pemborosan dan kemerosotan Sumber Daya 

Alam dalam pemanfaatannya; 

d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat 

mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan 
buatan, serta lingkungan sosial dan budaya; 

e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan 

mempengaruhi pelestarian kawasan Konservasi 
Sumber Daya Alam dan/atau perlindungan 

cagar budaya; 
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f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, 
dan jasad renik; 

g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan 
non hayati; 

h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi 
dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; 
dan/atau 

i. penerapan teknologi yang diperkirakan 
mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi 

Lingkungan Hidup. 

(2) Untuk menentukan rencana Usaha dan/atau 
Kegiatan yang wajib memiliki Amdal, penanggung 

jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan proses 
penapisan secara mandiri. 

(3) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau 

Kegiatan tidak dapat melakukan penapisan secara 
mandiri, penanggung jawab Usaha dan/atau 

Kegiatan mengajukan penetapan penapisan dari 
Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan 
Hidup. 

(4) Penetapan penapisan yang disampaikan oleh 
Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan 
Hidup memuat: 

a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib 
memiliki Amdal, UKL-UPL, atau SPPL; dan 

b. kewenangan uji kelayakan Amdal, pemeriksaan 
UKL-UPL atau SPPL. 

(5) Proses penetapan penapisan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) mengikuti peraturan perundang 
undangan. 

 
5. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 
Pasal 23 

 

(1) Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan 
Lingkungan Hidup untuk rencana usaha dan/atau 

kegiatan.  

(2) Uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Uji 

Kelayakan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai 
Kartanegara yang dibentuk oleh lembaga uji 

kelayakan Lingkungan Hidup pemerintah pusat. 

(3) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Kabupaten 
Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah 
Daerah, dan ahli bersertifikat.  
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(4) Pemerintah Daerah menetapkan Keputusan 
Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil uji 

kelayakan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai 
Kartanegara.  

(5) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan 
bentuk persetujuan Lingkungan Hidup yang 

digunakan sebagai persyaratan penerbitan Perizinan 
Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.  

(6) Ketentuan mengenai tata laksana uji kelayakan 
Lingkungan Hidup berpedoman pada ketentuan 
perundang undangan. 

 
6. Ketentuan huruf c Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 
Pasal 24 

 
Dokumen Amdal memuat: 

a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha 

dan/atau kegiatan; 

b. evaluasi kegiatan disekitar lokasi rencana usaha 
dan/atau kegiatan; 

c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena 
dampak langsung yang relevan terhadap rencana 

usaha dan/atau kegiatan; 

d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat 
penting dampak yang terjadi jika rencana usaha 

dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan; 

e. evaluasi secara holistic terhadap dampak yang 

terjadi untuk menentukan kelayakan Lingkungan 
Hidup; dan 

f. rencana pengelolaan dan pemantauan Lingkungan 

Hidup. 
 

7. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 

Pasal 25 
 

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam 

menyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24 melibatkan masyarakat yang terkena 

dampak langsung. 

(2) Pelibatan masyarakat yang terkena dampak 
langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui: 

a. pengumuman rencana Usaha dan/atau 

Kegiatan; dan 

b. konsultasi publik. 
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(3) Masyarakat yang terkena dampak langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak 

mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan 
terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam 

jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak 
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a. 

(4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis 

kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan 
serta dapat melalui Perangkat Daerah yantg 
membidangi Lingkungan Hidup.  

(5) Masyarakat yang terkena dampak langsung 
memberikan saran, pendapat, dan tanggapan 
terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan pada 

konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf b. 

(6) Saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana 
Usaha dan/atau Kegiatan pada konsultasi publik  
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat dalam 

berita acara konsultasi publik. 

(7) Pelibatan masyarakat yang terkena dampak 
langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan sebelum penyusunan Formulir Kerangka 
Acuan. 

 
8. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 
Pasal 26 

 
(1) Masyarakat yang terkena dampak langsung yang 

dilibatkan dalam penyusunan Amdal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) merupakan 
masyarakat yang berada di dalam batas wilayah 
studi Amdal yang akan terkena dampak secara 

langsung baik positif dan/atau negatif dari adanya 
rencana Usaha dan/atau Kegiatan. 

(2) Pemerhati Lingkungan Hidup, peneliti, atau lembaga 
swadaya masyarakat pendamping yang telah 
membina dan/atau mendampingi masyarakat 

terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dilibatkan sebagai bagian dari 

masyarakat yang terkena dampak langsung. 
 

9. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 27 

 
(1) Dalam menyusun dokumen Amdal, pemrakarsa 

dapat menunjuk pihak lain. 
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(2) Penyusun Amdal wajib memiliki sertifikat 
kompetensi penyusun Amdal sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Amdal disusun oleh penanggung jawab Usaha 

dan/atau Kegiatan pada tahap perencanaan suatu 
Usaha  dan/atau Kegiatan. 

(4) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib 

sesuai dengan rencana tata ruang. 

(5) Kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan 

dengan rencana tata ruang ayat (4) dibuktikan 
dengan konfirmasi kesesuaian kegiatan 
pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian 

kegiatan pemanfaatan ruang dari Perangkat Daerah 
yang membidangi penataan ruang. 

(6) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan 

tidak sesuai dengan rencana tata ruang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dokumen 

Amdal tidak dapat dinilai dan dikembalikan kepada 
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan. 

 

10. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 

Pasal 28 
 

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan 
mengajukan formulir kerangka acuan, dokumen 
Andal dan dokumen RKL RPL melalui sistem 

informasi dokumen Lingkungan Hidup kepada 
Bupati. 

(2) Bupati melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup 
Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan 
pemeriksaan terhadap Formulir Kerangka Acuan, 

dan menilai Dokumen Andal serta dokumen RKL 
RPL.  

(3) Tata laksana pemeriksaan Formulir Kerangka 

Acuan, dan penilaian dokumen Andal, serta 
dokumen RKL dan RPL sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
 

11. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 29 
 

(1) Berdasarkan hasil penilaian Tim Uji Kelayakan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Tim 
Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai 

Kartanegara menyampaikan rekomendasi kepada 
Bupati. 
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(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berupa: 

a. rekomendasi kelayakan Lingkungan Hidup; 
atau 

b. rekomendasi ketidaklayakan Lingkungan 
Hidup. 

(3) Rekomendasi kelayakan Lingkungan Hidup 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat 
berupa rekomendasi kelayakan bagi sebagian 

rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan 
oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan. 

(4) Rekomendasi hasil uji kelayakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan 
pertimbangan Bupati dalam menetapkan: 

a. surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, 

jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan 
dinyatakan layak Lingkungan Hidup; atau  

b. surat Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan 
Hidup, jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan 
dinyatakan tidak layak Lingkungan Hidup. 

(5) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau 
Surat Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan 

dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari 
kerja sejak rekomendasi hasil uji kelayakan 

diterima. 

(6) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang 
ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a merupakan: 

a. bentuk Persetujuan Lingkungan; dan 

b. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau 
Persetujuan Pemerintah. 

 

12. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 

Pasal 30 
 

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak 
berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup 
wajib memenuhi standar UKL-UPL. 

(2) Penentuan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang 
wajib memiliki UKL-UPL melakukan proses 

penapisan secara mandiri. 

(3) Pemenuhan standar UKL-UPL sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam 

Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup. 
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(4) Berdasarkan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3),  Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah 
menerbitkan Perizinan Berusaha, atau Persetujuan 

Pemerintah. 

(5) Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) merupakan: 

a. bentuk Persetujuan Lingkungan; dan 

b. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha 
dan/atau Persetujuan Pemerintah. 

 

13. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 

Pasal 31 
 

(1) SPPL wajib dimiliki Usaha dan/atau Kegiatan yang 
tidak memiliki Dampak Penting terhadap 
Lingkungan Hidup dan tidak termasuk dalam 

kriteria wajib UKL-UPL. 

(2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib 
memiliki SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang 

tidak memiliki Dampak Penting dan tidak wajib 
UKL-UPL; 

b. merupakan Usaha dan/atau Kegiatan Usaha 

mikro dan kecil yang tidak memiliki dampak 
penting terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau 

c. termasuk jenis rencana Usaha dan/atau 
Kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-
UPL. 

(3) SPPL bagi usaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha 
diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha. 

(4) SPPL bagi kegiatan yang dilakukan oleh organisasi 

Perangkat Daerah dilakukan melalui pengisian 
formulir yang menjadi dasar penerbitan Persetujuan 

Pemerintah. 

(5) Pengintegrasian SPPL ke dalam nomor induk 
berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3)  

dilakukan melalui sistem Perizinan Berusaha 
terintegrasi secara elektronik. 

(6) Pengisian formulir SPPL sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) dilakukan melalui sistem informasi 
dokumen Lingkungan Hidup. 
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(7) Formulir SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
memuat: 

a. kesanggupan penanggung jawab Usaha 
dan/atau Kegiatan untuk mematuhi peraturan 

perundang undangan di bidang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

b. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan 

memiliki konfirmasi kesesuaian kegiatan 
pemanfaatan ruang atau rekomendasi 

kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan 

c. kewajiban dasar pengelolaan Lingkungan 
Hidup. 

(8) Bupati menyetujui secara otomatis atas formulir 

SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang 
telah diisi oleh organisasi Perangkat Daerah melalui 

sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup. 
 

14. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 32 

 
(1) Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap 

Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak 
Penting atau tidak penting terhadap lingkungan. 

(2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha atau 
Instansi Pemerintah. 

 
15. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 
Pasal 33 

 

Perizinan Berusaha dapat dibatalkan apabila: 

a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan 

Perizinan Berusaha mengandung cacat hukum, 
kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran 
dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau 

informasi; 

b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana 

tercantum dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan 
Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup; atau  

c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal 
atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung 
jawab usaha dan/atau kegiatan. 

 
 

 
 
 



- 16 - 

 

 

 

16. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 
Pasal 34 

 
Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 32 dilakukan melalui: 

a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau 

b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan 

Formulir UKL-UPL. 
 

17. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 35 

 
(1) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang 

merupakan Persetujuan Lingkungan diumumkan 
kepada masyarakat.  

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui sistem informasi Lingkungan 
Hidup, media cetak dan media elektronik dan/atau 
cara lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 

 
18. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 36 

 
(1) Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat 

penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan 
Pemerintah. 

(2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud 

pada pasal 32 ayat (2) berakhir bersamaan dengan 
berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan 
Pemerintah. 

(3) Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak 

terjadi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan, 
perpanjangan Perizinan Berusaha dapat 
menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang 

eksisting. 

(4) Bentuk pengakhiran Persetujuan Lingkungan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan 
oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan 
dengan telah melakukan pengelolaan Lingkungan 

Hidup di tahap pasca operasi. 
 
 

 
 

 
 
 

 



- 17 - 

 

 

 

19. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 
Pasal 37 

 
Ketentuan mengenai Persetujuan Lingkungan dan 
Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diatur 

dalam peraturan perundang undangan. 
 

20. Ketentuan Pasal 44 dihapus.  
 

21. Ketentuan Pasal 45 dihapus.  

 
22. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 
Pasal 47 

 
(1) Pemegang persetujuan lingkungan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib 

menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan 
fungsi Lingkungan Hidup. 

(2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah 

yang ditunjuk Pemerintah Pusat. 

(3) Pemerintah Pusat dapat menetapkan pihak ketiga 

untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan 
Hidup dengan menggunakan dana penjaminan.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan 
ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

 
23. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 
Pasal 50 

 

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib 
melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang 

dihasilkannya. 

(2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam         
Pasal 49 yang telah kadaluwarsa, pengelolaannya 

mengikuti ketentuan Pengelolaan Limbah B3. 

(3) Dalam hal Setiap Orang yang tidak mampu 

melakukan sendiri Pengelolaan Limbah B3, maka 
pengelolaannya diserahkan  kepada pihak lain. 

(4) Kegiatan penyimpanan Limbah B3 wajib 

diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan.  

(5) Pengelolaan Limbah B3 wajib mendapat Perizinan 
Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah. 
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(6) Pemerintah Daerah wajib mencantumkan 
persyaratan Lingkungan Hidup yang harus dipenuhi 

dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola 
Limbah B3 dalam Perizinan Berusaha atau 

Persetujuan Pemerintah. 

(7) Keputusan pemberian Perizinan Berusaha wajib 
diumumkan. 

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan 
Limbah B3 yang menjadi kewenangan Bupati diatur 

dalam Peraturan Bupati. 
 

24. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 55 

 
(1) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau 

kegiatan berkewajiban: 

a. memberikan informasi yang terkait dengan 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat 
waktu; 

b. menjaga keberlanjutan fungsi Lingkungan 

Hidup; dan 

c. menaati ketentuan tentang baku mutu 

Lingkungan Hidup dan/atau Kriteria Baku 
Kerusakan Lingkungan Hidup. 

(2) Setiap Orang melakukan pencemaran dan/atau 

Perusakan Lingkungan Hidup berkewajiban 
menanggulangi pencemaran dan/atau Perusakan 

Lingkungan Hidup serta melakukan pemulihan 
fungsi Lingkungan Hidup. 

(3) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau 

kegiatan dan mengakibatkan timbulnya pencemaran 
dan/atau kerusakan lingkungan, wajib menanggung 
semua biaya penanggulangan, pemulihan 

lingkungan, dan kerugian kepada pihak yang 
terkena dampak. 

(4) Setiap Orang atau pelaku usaha dan/atau kegiatan 
yang mengeluarkan emisi dan/atau kebisingan wajib 
melakukan pengujian kualitas udara emisi dan/atau 

kebisingan secara berkala oleh Perangkat Daerah 
yang memiliki kewenangan dibidang perhubungan 

dan/atau dibidang Lingkungan Hidup atau sebutan 
lainnya. 

(5) Setiap Orang dan/atau pelaku usaha dan/atau 

kegiatannya dengan menggunakan bahan peledak 
wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-
undangan tentang penggunaan bahan peledak. 
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(6) Kegiatan yang menggunakan bahan peledak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 

mengakibatkan kerusakan dan kerugian terhadap 
barang dan/atau orang, maka pihak yang 

menyebabkan kerusakan dan/atau kerugian 
tersebut wajib mengganti kerugian baik materiil 
maupun imateriil, menanggulangi dan memulihkan 

lingkungan yang terkena dampak secara 
menyeluruh dan tuntas. 

 
25. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 
Pasal 56 

 

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan 
Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan sesuai 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang air 
Limbah wajib: 

a. memiliki persetujuan lingkungan; 

b. melakukan pengujian kualitas air Limbah 
dengan menggunakan laboratorium yang 

terakreditasi; 

c. mengolah semua air Limbah dan membuang 

sesuai dengan baku mutu yang dipersyaratkan 
peraturan perundang-undangan; 

d. melaporkan hasil pengelolaan air Limbah 

meliputi: debit, kadar dan beban pencemar  
secara berkala setiap bulannya kepada Bupati 

sesuai kewenangannya; 

e. memiliki unit organisasi yang berfungsi dalam 
penanganan pengelolaan Lingkungan Hidup; 

dan 

f. memiliki manager/penanggung jawab 
operasional pengelolaan  lingkungan hidup dan 

tenaga operator pengelola lingkungan hidup 
yang bersertifikat. 

 
26. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 
Pasal 61 

 
Bupati wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan 
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai 

dengan kewenangan  persetujuan lingkungan. 
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27. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 64 
 

(1) Bupati berwenang menerapkan Sanksi Administratif 
kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan 
terhadap pelanggaran:  

a. Perizinan Berusaha terkait persetujuan 
Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten; atau  

b. Persetujuan Pemerintah terkait persetujuan 
Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah 

Daerah kabupaten. 

(2) Sanksi administratif terdiri atas: 

a. teguran tertulis; 

b. Paksaan Pemerintah; 

c. Denda Administratif; 

d. Pembekuan Perizinan Berusaha atau 
Persetujuan Pemerintah; dan/atau 

e. Pencabutan Perizinan Berusaha atau 

Persetujuan Pemerintah 
 

28. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 66 
 

Pengenaan sanksi administratif mengikuti mekanisme 

peraturan perundang undangan. 
 

29. Ketentuan Pasal 67 dihapus. 
 

30. Ketentuan Pasal 68 dihapus. 

 
31. Ketentuan Pasal 70 diubah. 

 

32. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 
Pasal 76 

 

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang 
Lingkungan Hidup berwenang mengajukan gugatan 

ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha 
dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran 
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang 

mengakibatkan kerugian Lingkungan Hidup. 
 
33. Ketentuan Pasal 79 dihapus. 

 
34. Ketentuan BAB XVII dihapus. 

 
 

 

 





- 22 - 

 

 

 

PENJELASAN  
 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 
NOMOR 8 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN 

LINGKUNGAN HIDUP 
 

I. UMUM 

bahwa dengan telah dilakukannya beberapa perubahan ketentuan 
dalam Undang Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Undang undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diubah kembali  terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja Menjadi Undang-Undang serta dengan telah diundangkannya 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tidak 
memberlakukan lagi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 

41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Peraturan 
Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 

Pengendalian Pencemaran Air, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012  
tentang Izin Lingkungan.  

Selain itu mendesaknya tantangan lingkungan hidup di Kabupaten 

Kutai Kartanegara sehingga perlu dilakukan pengaturan yang lebih 
komprehensif dan holistik dalam penyelesaian permasalahan lingkungan 

hidup yang ada, serta pengaturan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup 
belum menjangkau kekhususan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kutai 
Kartanegara; Oleh karena itu perda Nomor 15 tahun 2014 yang masih 

mengaju dengan peraturan sebelumnya perlu disesuaikan dengan peraturan 
yang baru melalui perubahan perda ini. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal I 
 Angka 1 

  Pasal 1 

   Cukup Jelas 

 

 Angka 2 
  Pasal 6 
   Cukup Jelas 

 
 Angka 3 

  Pasal 19 

   Ayat (1) 

    Cukup Jelas 
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   Ayat (2) 

    Hurup a 

     Yang dimaksud dengan “baku mutu air” adalah 
ukuran batas atau kadar mahluk hidup, zat, energi, 

atau komponen yang ada atau harus ada, dan/ atau 
unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di 
dalam air 

    Hurup b 

     Yang dimaksud dengan “baku mutu air limbah” 

adalah ukuran batas atau kadar polutan yang 
ditenggang untuk dimasukan ke media air 

   Hurup c 

    Yang dimaksud dengan “baku mutu air laut” adalah 
ukuran batas atau kadar mahluk hidup, zat, energi, 
atau komponen yang ada atau harus ada  dan/ atau 

unsur pencemar ditenggang keberadaannya di dalam 
air laut 

   Hurup d 

    Yang dimaksud dengan “baku mutu udara ambien” 
adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan 

/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau 
unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya 
dalam udara ambien 

   Hurup e 

Yang dimaksud dengan “baku mutu emisi” adalah 

ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang 
untuk dimasukkan ke media udara 

   Hurup f 

Yang dimaksud dengan “baku mutu gangguan” 
adalah ukuran batas unsur pencemar yang 

ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur 
getaran, kebisingan, dan kebauan 

   Hurup g 

    Cukup Jelas 
 
 Angka 4 

  Pasal 22 

   Ayat (1) 

    Huruf a 

     Cukup Jelas 

    Huruf b 

     Cukup Jelas 

    Huruf c 

     Cukup Jelas 
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    Huruf d 

     Cukup Jelas 

    Huruf e 

     Cukup Jelas 

    Huruf f 

     Jasat renik dalam huruf ini termasuk produk 
rekayasa genetik 

    Huruf g 

     Cukup Jelas 

    Huruf h 

     Cukup Jelas 

    Huruf 1 

     Cukup Jelas 

   Ayat (2) 

    Yang dimaksud dengan "penapisan secara mandiri" adalah 

penapisan yang dilakukan sendiri oleh penanggung jawab 
Usaha dan/atau Kegiatan yang dapat diajukan dan 

ditetapkan instansi Lingkungan Hidup sesuai dengan 
kewenangannya 

   Ayat (3) 

    Cukup Jelas 

   Ayat (4) 

    Cukup Jelas 

   Ayat (5) 

    Cukup Jelas 

  
 Angka 5 

  Pasal 23 

   Cukup Jelas 
 

 Angka 6 

  Pasal 24 

   Huruf a 

    Cukup Jelas 

   Huruf b 

    Cukup Jelas 

   Huruf c 

    Cukup Jelas 

   Huruf d 

    Cukup Jelas 
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   Huruf e 

    Cukup Jelas 

   Huruf f 

    rencana pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup 

dimaksudkan untuk menghindari, meminimalkan, 
memitigasi, dan/atau mengompensasikan dampak suatu 
usaha dan/atau kegiatan 

 
 Angka 7 

  Pasal 25 

   Ayat (1) 

    Cukup Jelas 

   Ayat (2) 

    Cukup Jelas 

   Ayat (3) 

    Cukup Jelas 

   Ayat (4) 

    Cukup Jelas 

   Ayat (5) 

    Cukup Jelas 

   Ayat (6) 

    Cukup Jelas 

   Ayat (7) 

    Cukup Jelas 
  

 Angka 8 

  Pasal 26 

   Ayat (1) 

    Yang dimaksud "dampak secara langsung baik positif 
dan/atau negatif” adalah dampak terhadap masyarakat, 

yang terkena dampak langsung, yang memiliki efek positif 
seperti adanya kesempatan kerja atau kesempatan 
berusaha atau memiliki efek negatif seperti konflik sosial 

atau gangguan kesehatan. 

   Ayat (2) 

    Cukup Jelas 

 
 Angka 9 

  Pasal 27 

   Ayat (1) 

    Cukup Jelas 

   Ayat (2) 

    Cukup Jelas 
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   Ayat (3) 

    Cukup Jelas 

   Ayat (4) 

    Cukup Jelas 

   Ayat (5) 

    Cukup Jelas 

   Ayat (6) 

    Cukup Jelas 
 

 Angka 10 

  Pasal 28 

   Ayat (1) 

Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem 
kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang 
menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan 

manajemen Lingkungan Hidup. 

Ayat (2) 

 Cukup Jelas 

Ayat (3) 

 Cukup Jelas 

 
 Angka 11 

  Pasal 29 

   Ayat (1) 

    Cukup Jelas 

   Ayat (2) 

    Cukup Jelas 

   Ayat (3) 

    Cukup Jelas 

   Ayat (4) 

    Cukup Jelas 

   Ayat (5) 

    Cukup Jelas 

   Ayat (6) 

    Cukup Jelas 
 

 Angka 12 

  Pasal 30 

   Ayat (1) 

    Cukup Jelas 

   Ayat (2) 

    Cukup Jelas 
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   Ayat (3) 

    Cukup Jelas 

   Ayat (4) 

    Cukup Jelas 

   Ayat (5) 

    Cukup Jelas 
    

 Angka 13 

  Pasal 31 

   Ayat (1) 

    Cukup Jelas 

   Ayat (2) 

    Cukup Jelas 

   Ayat (3) 

    Cukup Jelas 

   Ayat (4) 

    Cukup Jelas 

   Ayat (5) 

    Cukup Jelas 

   Ayat (6) 

    Cukup Jelas 

   Ayat (7) 

    Cukup Jelas 

   Ayat (8) 

    Cukup Jelas 

 
 Angka 14 

  Pasal 32 

   Ayat (1) 

    Cukup Jelas 

   Ayat (2) 

    Cukup Jelas 
 

 Angka 15 

  Pasal 33 

   Cukup Jelas 

 
 Angka 16 

  Pasal 34 

   Cukup Jelas 
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 Angka 17 

  Pasal 35 

   Ayat (1) 

    Cukup Jelas 

   Ayat (2) 

media cetak seperti brosur, pamflet, atau spanduk;dan 
media elektronik melalui televisi, laman, jejaring sosial, 

pesan elektronik, dan/atau radio. 
 

 Angka 18 

  Pasal 36 

   Ayat (1) 

    Cukup Jelas 

   Ayat (2) 

    Cukup Jelas    

   Ayat (3) 

    Cukup Jelas 

   Ayat (4) 

    Cukup Jelas 
 

 Angka 19 

  Pasal 37 

   Cukup Jelas 

 
 Angka 20 

  Pasal 44 

   Cukup Jelas 
 

 Angka 21 

  Pasal 45 

   Cukup Jelas 
 
 Angka 22 

  Pasal 47 

   Ayat (1) 

Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan 

Hidup digunakan antara lain untuk kegiatan 
penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau 

Kerusakan Lingkungan Hidup termasuk penanggulangan 
keadaan darurat Lingkungan Hidup yang terjadi akibat 
Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap prakonstruksi, 

konstruksi, komisioning, operasi dan pemeliharaan, dan/ 
atau pascaoperasi. 
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Penanggulangan keadaan darurat Lingkungan Hidup 
adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 

mengatasi suatu keadaan bahaya yang mengancam 
keselamatan manusia, yang menimbulkan Pencemaran 

Lingkungan Hidup dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup 
dan memerlukan tindakan penanggulangan sesegera 
mungkin untuk meminimalisasi terjadinya tingkat 

Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan 
Lingkungan Hidup yang lebih parah. 

Suatu keadaan dinyatakan menjadi keadaan darurat 
Lingkungan Hidup dengan mempertimbangkan: 

a. sumber/bahan penyebab terjadinya kedaruratan seperti 

antara lain B3 dan/atau Limbah B3; 

b. memerlukan penanganan segera dan memadai agar 
dampaknya tidak meluas; 

c. mengancam keselamatan jiwa manusia; dan 

d. terdapat potensi Pencemaran Lingkungan Hidup 

dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup jika tidak segera 
ditanggulangi. 

   Ayat (2) 

    Cukup Jelas 

   Ayat (3) 

    Cukup Jelas 

   Ayat (4) 

    Cukup Jelas 

  
 Angka 23 

  Pasal 50 

   Ayat (1) 

    Cukup Jelas 

   Ayat (2) 

    Cukup Jelas 

   Ayat (3) 

    Cukup Jelas 

   Ayat (4) 

    Cukup Jelas 

   Ayat (5) 

    Cukup Jelas 

   Ayat (6) 

    Cukup Jelas 

   Ayat (7) 

    Cukup Jelas 

   Ayat (8) 

    Cukup Jelas 
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 Angka 24 

  Pasal 55 

   Cukup Jelas 
 

 Angka 25 

  Pasal 56 

   Ayat (1) 

    Cukup Jelas 

   Ayat (2) 

    Cukup Jelas 

 
 Angka 26 

  Pasal 61 

   Cukup Jelas 

 

 Angka 27 

  Pasal 64 

   Ayat (1) 

    Cukup Jelas 

   Ayat (2) 

    Cukup Jelas 
     
 Angka 28 

  Pasal 66 

   Cukup Jelas 

 
 Angka 29 

  Pasal 67 

   Cukup Jelas 
 

 Angka 30 

  Pasal 68 

   Cukup Jelas 

 Angka 31 

  Pasal 70 

   Cukup Jelas 

 
 Angka 32 

  Pasal 76 

   Cukup Jelas 
 

 Angka 33 

  Pasal 79 

   Cukup Jelas 
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 Angka 34 

  BAB XVII 

   Cukup Jelas 
 

Pasal II 

 Cukup Jelas 
 




